
BTIPATI TUSI RAITAS

PROVIilSI SUU.ATTRA SEUTTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 15 tesuN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 245 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7 dan Rancangan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7

harus mendapatkan Evaluasi Gubernur Sumatera

Selatan2

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, dilakukan agff Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2Ol7 tidak bertentangan dengan kepentingan

umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi; ,

b.

&



Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tinglat II dan Kotaprqia di Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor L82ll;,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelengaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kompsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tanrtbatran Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 42861;,

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 43551;,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun %)O4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44OOl; .
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4,

Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

a42\; -
7. Undang-Undang Nomor 33 Tatrun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah R.rsat dan

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 44381;,

2.

3.

4.

5.

6.
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8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;,

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OOl tentang

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOl Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aO9O);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 90, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 44161 sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Perahrran Pemerintah Nomor 2 t Tahun

2OOT tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a7l2l; -
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

45021; 
",
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOS Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a57al;.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana

Perimbangan (Irmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 45751; 
.

Perahrran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 138, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2O10 tentang Perubahan Atas Peratrrran

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O1O Nomor l1O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);-

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOS Nomor l4O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Irmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor a6l4l;.

Perahrran Pemerintah Nomor 7 L Tahun 2OlO tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); ,.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tafuxt 2Ol4 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);,

t4.
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2A- Peratrrran Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas

Perattrran Presiden Nomor 54 Tahun 2OLO;7

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2OLL

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2OLl Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun z0tl
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun

2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a1);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2Ot6

tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dart

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9O3); ,
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentrrkkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Musi Rawas (Iembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2016 Nomor 1O);,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII,,AN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

2t.

22.
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MEMUTUSI(AN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2017

Pasal 1

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL7 sebagaiAnggaran Pendapatan

berikut:

1. Pendapatan Daerah

2. Belanja Daerah

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp.

b. Pengeluaran Rp.

Rp.

Rp.

Surplus/ (Defisit) Rp.

73.739.O10.013,00

36.393.445.448,00

Pembiayaan Netto Rp.

Anggaran Tahun
Rp.

1.45 1. 139.66 1.625,OO /
1 .488.485 .226. t90,OO t

(37.345.564.565,O0L

37.345.564.565,OOt'

o,oor'

1 15-OOO.OOO-OOO,OO,,

L. t69 .464.576.000,00.

166.675.O85.625,OO.

3t.607 .456.500,00,

4.056.004.200,0O

12.OOO.OO0.OOO,OO..

67.336.539.300,0q,

Sisa kbih Pembiayaan
berkenaan:

Pasal 2

(L) Pendapatan Daeratr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a-

b.

c.

Pendapatan AsIi Daerah sejumlah Rp.

Dana perimbangan sejumlah Rp.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.

sejumlah

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :

a.

b.

c.

Pajak daerah sejumlah RP.

Retribusi daerah sejumlah RP.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan sejumlah 
RP'

Lain-lain pendapatan asli daerah yang 
Rp.

sah sejumlah
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(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan:

a- Dana bagi hasil padak/bukan pajak Rp. 338.836.552.000,00"

sejumlah

b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 643.608.220.000,00 "
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 187.019.804.OO0,OO "'

(4) l,ain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a- Pendapatan Hibah Rp. L.379.576.5OO,00 ''-

b. Dana Bag Hasil Pajak dari Propinsi

dan Pemerintah daerah lainnya Rp. 14.771.469.125,00"

sejumlah

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus sejumlah Rp. L46.524.O4O.OOO,OO "

d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau

Pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 4.OOO.00O.O0O,0O /

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :

a- Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 811.123. 4gg.3OO,AO/

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 677.361.726.890,00 -

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis belanja:

a- Belanja pegawai sejumlah Rp. 6O4.L27 .441.OOO,00"

b. Belanja hibah sejumlah Rp. 7.45L.91O.OOO,OO"

c. Belanja bagl hasil kepada Provinsi/

kabupaten/kota dan Pemerintah desa Rp. 5OO.0OO.OOO,OO/

sejumlah

d. Belanja banhran Keuangan kepada

Pnovinsi / kabupaten / kota dan Rp. 198.044.148.300,00/

Pemerintah desa sejumlah

e. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.OOO.OOO.OOO,OO 
-
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 48.089.985.295,00r

b. Belanja belanja barang dan jasa

sejumlah Rp. 331.199.941.595,00/

c. Belanja modal sejumlah Rp. 298.O71.800.000,OOI

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

b. Pengeluaran sejumlah

Rp. 73.739.O1O.OI3,OO "
Rp. 36.393.445.448,00r

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (t) hurrf
a terdiri dari jenis pembiayaan :

a Sisa Irbih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp. 30.265.995.920,O0 v

sejumlah

b. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 43.473.014.093,00 "-

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf

b terdiri dari jenis pembiayaan:

a- Penyertaaan Modal ( Investasi ) Rp. 1.OOO.OOO.OOO,OO /
Pemerintah Daerah sejumlah

a Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 35.393.445.448,00 /

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
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1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. La.mpiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan

F\rngsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran [X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

lainnya;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

I
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Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah l(abupaten

Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk linggau
pada tanggal 4 O*mbr 2P19

RA\IIAS

GUNAITIAN
Diundangkan di Lubuk linggau
pada tanggal 24 0agernber -SEKRETARIS DAERAH
,KABUPATEN MUSI RAWAS,

2016

.ISBANDI

LEIdBARAII DAERAI{ MUSI RA\IIA,S TAHI,JN 2016 T{OMOR K

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS ( ls /MURA l2OL6l
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